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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, lda Sang Hyang
Widhi Wasa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya kami dapat menyusun
Penyelarasan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng untuk periode 2017-2022.

Penyelarasan Rencana Strategis (Penyelarasan RENSTRA) Dinas Perdagangan,
Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2022 disusun sebagai pedoman dan tolok ukur di dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pelayanan
masyarakat berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati
Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Sasaran disusunnya Penyelarasan RENSTRA Dinas Perdagangan, Perindustrian
dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng adalah tersusunnya
dokumen perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka
mengatasi permasalahan yang dihadapi pada urusan perdagangan, perindustrian,
koperasi dan UKM secara terpadu dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD
Kabupaten Buleleng. Dokumen Penyelarasan RENSTRA merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMD) Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2022 yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala
Daerah terpilih dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dalam penyusunan Penyelarasan RENSTRA diharapkan agar dapat
mengoptimalkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sehingga visi dan
misi serta prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada urusan
perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM akan tercapai. Target dan indikator
kinerja selama lima tahun ke depan yang tercantum dalam RENSTRA ini merupakan
upaya untuk mendukung pencapaian target dan sasaran pada RPJMD Kabupaten
Buleleng Tahun 2017-2022. Keberhasilan pencapaian target dan sasaran
Penyelarasan RENSTRA ini membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran
pegawai Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Buleleng, sehingga seluruh pegawai harus mau bekerja keras

untuk mewujudkan target kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan.



Demikian Penyelarasan RENSTRA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 — 2022
disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok, program dan kegiatan.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Singaraja, 29 Oktober 2021
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Drs. Dewa Made Sudiarta, M. Si
Pembina Tk. I (I\VV/b)
NIP. 19741014 199311 1 001
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara geografis Kabupaten Buleleng terbagi menjadi 9 kecamatan dengan luas
hampir sepertiga dari luas pulau Bali. Hal ini menuntut perencanaan pembangunan
yang tepat dan strategis, agar pembangunan sesuai dengan sasaran. Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Buleleng disusun menurut kebutuhan aktual di wilayah kerja,
dapat mengalami revisi sebagai bentuk respon terhadap perubahan-perubahan
keadaan, regulasi, kebijakan dan lain sebagainya.

Dokumen Penyelarasan RENSTRA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022
dilakukan karena adanya beberapa pertimbangan, sebagai berikut: (1) adanya
perubahan Susunan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) yang telah
ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Buleleng Nomor
4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah; (2) adanya penyelarasan terhadap Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah yang diterapkan pada sistem SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah);
dan (3) adanya perubahan dalam strategi, kebijakan, dan program pembangunan di
sisa masa jabatan Kepala Daerah sebagai upaya percepatan pencapaian visi dan misi
pembangunan Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022.

Dokumen Penyelarasan RENSTRA merupakan kompilasi rencana program dan
kegiatan jangka menengah SKPD berbasis pada RPIMD Kabupaten Buleleng 2017 —
2022. Tahapan internal penyusunannya melalui pendekatan antar bidang teknis
beserta isu-isu aktual yang dihadapinya. Dokumen Penyelarasan RENSTRA Dinas
Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Buleleng Tahun 2017-2022 ini memuat tinjauan dari aspek pemberian pelayanan
publik oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Buleleng dalam kurun waktu tertentu, identifikasi isu-isu
strategis dan perumusan kerangka kerja sasaran, kerangka kinerja dan anggaran

pelayanan, kerangka kerja anggaran serta RENJA SKPD.
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Perencanaan strategik Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng memerlukan integrasi antara keahlian
sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan
perkembangan strategis nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi
baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam
memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang
(opportunities), dan tantangan/ kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-
unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar untuk mewujudkan visi, misi
serta strategis yang jelas dan tepat, sehingga diharapkan instansi pemerintah akan
dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.
Perencanaan strategik bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi Kinerja serta
pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sejalan dengan itu dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memungkinkan untuk menuangkan
pandangan-pandangan Kepala Daerah kedalam suatu perencanaan yang disebut
sebagai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM), yang akan digunakan sebagai dasar di dalam
melaksanakan sistem pengelolaan daerah yang lebih baik. Pandangan-pandangan di
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nantinya akan digunakan
sebagai dasar oleh Perangkat Daerah di dalam menyusun pedoman yang bersifat
strategis (RENSTRA) dengan jangka waktu lima tahun. Bagan keterkaitan antara
RPJP, RPJM, RKPD Daerah, RENSTRA, dan RENJA dapat dilihat pada Gambar 1.1
Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan RENSTRA

Perangkat Daerah.

RPJP RPJM DIJABARKAN RKPD
DAERAH > DAERAH e DAERAH

PEDOMAN I PEDOMAN

RENSTRA PEDOMAN RENJA
PD g PD

Gambar 1.1 Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan
RENSTRA Perangkat Daerah
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Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng merupakan sebuah dokumen yang
dibuat dalam rangka perencanaan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng untuk periode lima tahun.
RENSTRA ini disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan,
Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng serta
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD),
RENSTRA K/L, RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali,
RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, dan RENJA Perangkat Daerah.
RENSTRA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Buleleng berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Buleleng dalam mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan
Misi Pemerintah Kabupaten Buleleng sesuai RPIMD Kabupaten Buleleng.

Penyusunan RENSTRA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dibuat berdasarkan ketentuan dalam
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian dan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019,
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019
Tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan  Nomenklatur  Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024;

10. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020
Tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020
Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2022);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan

14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya dokumen Penyelarasan RENSTRA sebagai rumusan
strategi, kebijakan, dan program kerja selama 5 (lima) tahun untuk mencapai visi dan
misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.
Penyelarasan Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai tujuan untuk
memberikan keyakinan serta panduan bahwa program kegiatan yang direncanakan
dan disusun sudah mengakomodir upaya untuk mencapai sasaran pembangunan
daerah seperti yang ditetapkan dalam RPJMD, menyesuaikan kodefikasi dan

nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
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Nomor 90 Tahun 2019 yang akan diterapkan pada tahun 2021 s/d 2022, perkiraan
anggaran yang dibutuhkan tentunya dengan memperhatikan kondisi daerah dan pagu
anggaran jangka menengah yang sudah disepakati bersama melalui Musyawarah
Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Dokumen Penyelarasan RENSTRA yang disusun berisi penjabaran program dan
kegiatan pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Buleleng selama 5 Tahun (2017-2022). Hal tersebut
dimaksudkan agar Review RENSTRA ini dapat menjadi pedoman dan panduan bagi
seluruh aparatur Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan dan penetapan
Penyelarasan RENSTRA juga ditujukan agar seluruh pelaksanaan program kegiatan
pada lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Buleleng dapat terencana, terarah dan terukur, sehingga dapat
mencapai tujuan sesuai visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Buleleng Tahun 2017-2022.

Tujuan dari penyusunan RENSTRA Dinas Perdagangan, Perindustrian dan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, diuraikan sebagai
berikut :

a. Menggambarkan kondisi umum di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng yang akan
dilaksanakan. Menggambarkan ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan
dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus
program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan;

b. Menterjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran
pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang
RPJMD periode berkenaan.

c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan
indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan

selama periode RPJMD berkenaan.
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1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan naskah Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian dan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 adalah
sebagai berikut:
1. Bab I Pendahuluan
Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan.

2. Bab Il Gambaran Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
Bab ini memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya
manusia, Kinerja, serta tantangan dan peluang Dinas Perdagangan, Perindustrian
dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.

3. Bab Il Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian
dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan

fungsi organisasi, telaahan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah yang harus

diwujudkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah Kabupaten Buleleng, telaah Renstra Kementerian Perdagangan,

telaah Renstra Kementerian Perindustrian, telaah Renstra Kementerian Koperasi

dan UKM, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

4. Bab IV Tujuan dan Sasaran
Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam RPJMD
atas telahaan dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan dikaitkan dengan tujuan
dan sasaran pembangunan urusan perdagangan dan perindustrian di Kabupaten

Buleleng kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

5. BabV Strategi dan Arah Kebijakan
Dalam bagian ini dikemukakan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas
Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran selama kurun
waktu lima tahun. Rencana program dan kegiatan, indikator Kkinerja, sasaran,

dan pendanaan indikatif yang diperlukan selama 5 (lima) tahun.
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8.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang diperlukan selama 5
(lima) tahun.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Dalam Bab ini diuraikan indikator kinerja yang akan ditetapkan dalam
penyelenggaraan program dan kegiatan serta Indikator Kinerja Kunci (IKK)
urusan perdagangan dan perindustrian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian
dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng sesuai target

capaian kinerja pada RPJIMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

Bab VIII Penutup

Pada bagian ini menjelaskan kembali mengenai kedudukan Renstra Dinas
Perdagangan dan Perinudustrian Kabupaten Buleleng Tahun 2017 - 2022
dalam proses pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
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BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN
DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BULELENG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng merupakan SKPD yang melaksanakan sebagian urusan
Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas
pembantuan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM vyang
pelaksanaannya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebagai
perwujudan dan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng.
Dalam pencapaian kinerja harus terukur dan dituangkan dalam Rencana Strategis
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng untuk dijabarkan ke dalam rencana Kerja serta dilaksanakan dan

dipertanggungjawabkan setiap tahun sebagai bahan evaluasi kinerja.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi
Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun
2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi
sebagai berikut :
1. Tugas Pokok
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan
Pemeritahan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan di bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perdagangan dan bidang

Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
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4. Pelaksanaan administrasi dinas Perdagangan dan bidang Perindustrian,

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;

2.1.2.Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng

Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Struktur Organisasi

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Buleleng berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020

Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Daerah, sebagai berikut:
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng




Adapun uraian tugas berdasarkan strukur organisasi Dinas Perdagangan,
Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng,
sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS
Kepala Dinas, mempunyai tugas dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan  kebijakan
operasional
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan
perdagangan, perindustrian, kemetrologian legal serta sarana dan
prasarana pasar;

e. Merumuskan dan mengkoordinasikan pengawasan barang dan
perlindungan konsumen;

f.  Merumuskan dan mengkoordinasikan penerbitan rekomendasi dan
perijinan perdagangan, dan perindustrian sesuai dengan kewenangan
dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi pemberian rekomendasi
dalam rangka kelengkapan permohonan ijin dan fasilitasi tertib niaga
sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati
serta dan atau ketentuan peraturan perundang — undangan yang berlaku;

h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh
pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah;

i. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi,
tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan UPT ;

j-  Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan keuangan,
ketatausahaan dan barang milik daerah/ pemerintah di lingkungan Dinas
Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengabh;

k. Merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator
Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di
lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengabh;
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Merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian
Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)
di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah;

Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system
pengawasan internal (SPIP) dilingkungan Dinas Perdagangan,
Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;

Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan
(ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas
Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait
lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;

Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat, mempunyai tugas dan fungsi:

a.

Menyusun rencana kegiatan Sekretariat, berdasarkan data dan program
yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah serta ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
Mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan adminitrasi kepada
seluruh  satuan organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan,
Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha,
keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan,
dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;

Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan
kepegawaian di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;




Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset dan pengelolaan
barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian
dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan
kegiatan dan pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas
Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran Dinas dan UPT;
Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA),
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah ;

Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT),
Perjanjian Kerja (PK) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah;

Mengkoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

Mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis
Beban Kerja (ABK) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah;

Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan reformasi birokrasi
(RB) dan system pengawasan internal (SPIP) di lingkungan Dinas
Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;

Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.1. SUB BAGIAN PERENCANAAN
Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi:

a.

Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan data
dan program Sekretariat dan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;

Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

Menghimpun, dan melaksanakan penyusunan, rencana anggaran Dinas
dan UPT yang meliputi pembuatan RKA dan DPA;
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e. Menghimpun dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Dinas;

f. Melaksanakan evaluasi dan monitoring serta membuat pelaksanaan
laporan kegiatan Dinas;

Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;

h. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi Rencana Strategik (RENSTRA),
Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kerja (PK), Rencana Kerja
Tahunan (RKT) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah ;

i. Melaksanakan dan menyusun laporan Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM);

J. Melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar
Operasional  Prosedur (SOP) Dinas Perdagangan, Perindustrian dan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

k.  Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan

I.  Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas dan fungsi:

a. Menyusun rencana Kkegiatan sub bagian umum dan kepegawaian
berdasarkan data, program sekretariat dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

d. Memberikan pelayanan adminitrasi meliputi urusan surat-menyurat, tata
usaha, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan,
dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;

e. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian
dilingkungan dinas perdagangan, perindustrian dan koperasi, usaha kecil
dan menengah serta upt;

f. Melaksanakan pengelolaan penatausahaan barang milik pemerintah di
lingkungan dinas perdagangan, perindustrian dan koperasi, usaha kecil
dan menengah;

g. Melaksanakan administrasi kepegawaian yang meliputi: penyusunan
daftar urut kepangkatan, formasi, bezeting pegawai, menyusun data

pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, cuti dan pensiun;
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Menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan kesejahteraan
pegawai;

Menyusun dan melaksanakan Analisa Jabatan (ANJAB) dan Analisa
Beban Kerja (ABK) di lingkungan dinas perdagangan, perindustrian dan
koperasi, usaha kecil dan menengah ;

Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB)
dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP) di lingkungan
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah serta UPT,;

Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.3. SUB BAGIAN KEUANGAN

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas dan fungsi:

a.

Menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan berdasarkan data,
program sekretariat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

Menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membuat laporan
pertanggungjawaban keuangan dinas perdagangan, perindustrian dan
koperasi, usaha kecil dan menengah;

Menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan
pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan;

Melaksanakan pengurusan adminitrasi keuangan yang meliputi
penerbitan, meneliti kelengkapan dan menyiapkan Surat Penyediaan
Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah
Membayar (SPM);

Melaksanakan pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai
sesuai peraturan perundang-undangan;

Membuat laporan keuangan dinas serta melaporkan keadaan kas kepada
atasan setiap bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan/ keadaan;
Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.




3. BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN
Bidang Pengembangan Perdagangan, mempunyai tugas dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan perdagangan
berdasarkan data dan program Dinas Perdagangan, Perindustrian dan
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta ketentuan perundang —
undangan yang berlaku;

b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

c. Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang
permasalahannya;

d. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan dalam mempersiapkan produk unggulan
daerah, bidang pengembangan perdaganagan sesuai dengan peraturan
prosedur yang berlaku;

f.  Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan promosi;

Mengkoordinasikan promosi produk lokal/unggulan daerah;
Mengkoordinasikan  penyediaan data dan informasi  produk
lokal/unggulan daerah serta pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku
usaha mikro kecil menengah sektor peradagangan;

i. Mengkoordinasikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting
di tingkat kabupaten/kota;

J. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan distribusi dan ketersediaan
barang kebutuhan pokok dan penting;

k. Mengkoordinasikan lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan
pokok dan penting;

I.  Mengkoordinasikan pemantauan harga dan pasokan barang kebutuhan
pokok dan penting;

m. Mengkoordinasikan terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok
dan penting;

n. Mengkoordinasikan penyediaan data dan informasi harga dan
ketersediaan dan pasokan barang kebutuhan penting;

0. Mengkoordinasikan pemantauan harga dan pasokan barang kebutuhan
penting;

p. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan terhadap sub distributor stok
barang kebutuhan pokok barang penting;

g- Mengkoordinasikan penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah

dalam rangka stabilitas harga kebutuhan pokok dan penting;
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Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pedagang usaha kecil dang
menengah dalam bidang administrasi dan manajemen usaha sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlkau aga tercapai pemahaman
dari pelaku usaha;

Mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan kegiatan seksi bina usaha dan
distribusi secara keseluruhan;

Mengkoordinasi informasi kepada masyarakat melalui rri dan instansi
terkait tentang monitoring harag bahan pokok dan barang penting
Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

3.1. SEKSI BINA USAHA DAN DISTRIBUSI

Seksi Bina Usaha dan Distribusi mempunyai tugas dan fungsi :

a.

Menyusun  rencana  kegiatan  seksi bina usaha dan distribusi,
berdasarkan

data dan program bidang pengembangan perdagangan serta ketentuan
perundang — undangan yang berlaku;

Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang
permasalahannya;

Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

Melaksankan pendataan terhadap sub distributor stok barang kebutuhan
pokok barang penting ditingkat daerah kabupaten;

Penyelenggaraan operais pasar dan/atau pasar murah dalam rangka
stabilitas harga bahan pokok dan penting;

Melaksanakan pembinaan pedagang usaha kecil dan menengah dalam
bidang administrasi dan manajemen usaha sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar tercapai pemahaman dari pelaku usaha;
Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3.2. SEKSI PENGENDALIAN BARANG POKOK DAN PENTING

Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting, mempunyai tugas dan fungsi:

a.

Menyusun rencana kegiatan seksi pengendalian barang pokok dan
penting,
berdasarkan data dan program bidang pengembangan perdagangan serta

ketentuan perundang — undangan yang berlaku;
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b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

c. Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang
permasalahannya;

d. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

e. Menjamin Kketersediaan barang kebutuhan pokok ditingkat daerah
kabupaten/kota;

f. Pelaksanaan pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan
poko di tingkat daerah kabupaten/kota;

g. Pemantauan harga dan pasokan barang kebutuhan pokok ditingkat daerah
kabupaten/kota;

h. Penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan dan apsokan
barang kebutuhan penting di tingkat daerah kabupaten/kota;

i. Pemantauan harga dan pasokan barang kebutuhan penting di tingkat
daerah kabupaten/kota;

j. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3.3. SEKSI PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM
NEGERI
Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, mempunyai tugas dan
fungsi:

a. Menyusun rencana kegiatan seksi penggunaan dan pemasaran produk
dalam negeri, berdasarkan data dan program bidang pengembangan
perdagangan serta ketentuan perundang — undangan yang berlaku;

b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

c. Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang
permasalahannya;

d. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

e. Menyiapkan produk unggulan daerah bidang pengembangan
perdaganagan sesuai dengan peraturan prosedur yang berlaku;

f. Melaksanakan kegiatan promosi;

Promosi produk lokal/ unggulan daerah;

7Q

h. Penyediaan data dan informasi produk lokal/ unggulan daerah serta
pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil mengengah
sektor perdagangan);

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menyusun la[poran kegiatan seksi

penggunaan dna pemasaran produk dalam negeri;
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j-

Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan

k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. BIDANG SARANA DAN TERTIB NIAGA

Bidang Sarana dan Tertib Niaga, mempunyai tugas dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan bidang sarana dan tertib niaga berdasarkan

data dan program Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Kecil
Menengah serta ketentuan perundang — undangan yang berlaku;
Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang
permasalahannya;

Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
Mengkoordinaiskan kegiatan sarana dabn pengawasan uttp dan bdkt
sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya
peningkatan sektor perdagangan;

Pengembangan revitalisasi/pembangunan pasar;

Pemberian rekomendasi pengelolaan pasar rakyat, pusar perbelanjaan
dan usaha toko swalayan;

Memfasilitasi pembinaan bahan berbahaya, distribusi dan pelabelan
bahan berbahaya;

Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.1. SEKSI PEMBINAAN PENGEMBANGAN SARANA PERDAGANGAN
Seksi Pembinaan Pengembangan Sarana Perdagangan, mempunyai tugas dan

fungsi :

a.

Menyusun rencana kegiatan seksi pembinaan pengembangan sarana
perdagangan, berdasarkan data dan program bidang sarana dan tertib
niaga serta ketentuan perundang — undangan yang berlaku;

Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang
permasalahannya;

Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

Penyediaan pengelolaan anajemen sarana perdagangan

Pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan/revitalisasi sarana
perdagangan;

Pelaksanaan monitoring pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan;
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Pelaksanaan pembinaan kepada para pengelola pasar;

Pemberian rekomendasi pengelolaan pasar rakyat, [pusat perbelanjaan
dan usaha toko swalayan;

Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.2. SEKSI TERTIB NIAGA

Seksi Tertib Niaga, mempunyai tugas dan fungsi :

a.

0

Menyusun rencana kegiatan Seksi Tertib Niaga, berdasarkan data dan
program bidang sarana dan tertib niaga serta ketentuan perundang -
undangan yang berlaku;

Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang
permasalahannya;

Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi kegiatan tertib niaga sesuai
dengan pertauran prosedur yang berlaku;

Melaksanakan pemeriksaan fasilitasi penyimpanan bahan berbahaya,
pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.3. SEKSI PENGAWASAN PERDAGANGAN

Seksi Pengawasan Perdagangan, mempunyai tugas dan fungsi:

a.

Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengawasan Perdagangan,
berdasarkan data dan program Bidang Sarana dan Tertib Niaga serta
ketentuan Perundang — undangan yang berlaku;

Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang
permasalahannya;

Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

Pemetaan jumlah potensi Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
(UTTP);

Melaksanakan pengawasan terhadap UTTP , sebagai alat ukur dan

Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

Melaksanakan penyuluhan kemeterologian;
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h. Pengamatan UTTP dan BDKT;

i.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. BIDANG PERINDUSTRIAN

Bidang Perindustrian, mempunyai tugas dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Perindustrian berdasarkan data dan

program Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah
serta ketentuan perundang — undangan yang berlaku;

Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang
permasalahannya;

Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di
bidang Pengembangan Sumber Daya Industri;

Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di
bidang Sarana dan Prasarana Industri;

Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di
bidang Pemberdayaan Industri;

Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan;dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

5.1. SEKSI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri, mempunyai tugas dan fungsi:

a.

Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri
berdasarkan data dan program kerja bidang Perindustrian serta ketentuan
Perundang — undangan yang berlaku;

Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang
permasalahannya;

Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

Menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
daerah di bidang pembangunan tenaga kerja dan penggunaan konsultan
industri untuk industri unggulan Kabupaten/Kota;

Menyiapkan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan
daerah dibidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri,
untuk industri unggulan Kabupaten/Kota;

Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
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h.

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

5.2. SEKSI SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

Seksi Sarana dan Prasarana Industri, mempunyai tugas dan fungsi :

a.

Menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Industri,
berdasarkan data dan program Bidang Perindustrian serta ketentuan
Perundang — undangan yang berlaku;

Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang
permasalahannya;

Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

Melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
kebijakan daerah di bidang standarisasi industri yang izinnya
dikeluarlkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;

Melakukan penyiapan perumusan, pelaksanan evaluasi dan pelaporan
kebijakan daerah dibidang fasilitasi pengembangan wilayah pusat
pertumbuhan industri, kawasan industri yang izinnya dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota;

Melakukan penyiapan perumusan, pelaksanan evaluasi dan pelaporan
dibidang pengelolaan sistem informasi industri Kabupaten/Kota;
Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5.3. SEKSI PEMBERDAYAAN INDUSTRI
Seksi Pemberdayaan Industri, mempunyai tugas dan fungsi :

a.

Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan Industri, berdasarkan
data dan program Bidang Perindustrian serta ketentuan Perundang -
undangan yang berlaku;

Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang
permasalahannya;

Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

Melakukan penyiapan perumusan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
kebijakam daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri

kecil dan menengah unggulan Kabupaten/Kota;




f. Melakukan penyiapan perumusan, eplaksanaan evaluasi dan pelaporan
kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas
dan inovasi untuk industri unggulan Kabupaten/Kota;

g. Melakukan penyiapan, perumusan evaluasi dan pelaporan kebijakan
daerah di bidang pembinaan industri hijau unggulan Kabupaten/Kota;

h. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan

i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6. BIDANG KOPERASI
Bidang Koperasi mempunyai tugas dan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Koperasi berdasarkan data dan
program Dinas
Perdagangan, Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah serta ketentuan
perundang — undangan yang berlaku;

b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

c. Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang
permasalahannya;

d. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

e. Memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;

f.  Memverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan
pinjam yang akurat;

g. Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen ijin usaha simpan
pinjam untuk koperasi;

h. Mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen ijin pembukaan kantor
cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;

i.  Mengkoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar
koperasi, dan pembubaran koperasi;

J. Mengkoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan
laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam ;

k. Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemberdayaan koperasi ;

I.  Mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah
keanggotaannya dalam 1 (satu) Kabupaten ;

m. Mengkoordinasikan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan
pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam

1 (satu) Kabupaten ;
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Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan
pinjam/unit simpan pinjam;

Mengkoordinasikan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang
sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;

Mengkoordinasikan penyediaan data kesehatan koperasi simpan
pinjam/unit simpan pinjam;

Mengkoordinasikan penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi
bagi koperasi;

Mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

Mengkoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
Mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi;

Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis
anggota koperasi;

Mengkoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat
organisasi koperasi;

Mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan koperasi;

Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6.1. SEKSI KELEMBAGAAN

Seksi Kelembagaan, mempunyai tugas dan fungsi :

a.

Menyusun rencana kegiatan Seksi Kelembagaan, berdasarkan data dan
program Bidang Koperasi serta ketentuan Perundang — undangan yang
berlaku;

Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang
permasalahannya;

Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

Menganalisis dokumen permohonan ijin usaha simpan pinjam;
Menganalisis dokumen ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu
dan kantor kas;

Menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran
dasar koperasi;

Menganalisa berkas pembubaran koperasi;

Merencanakan dan melaksanakan bimbingan dan penyuluhan dalam

pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
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m.

Merencanakan dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemberdayaan koperasi;

Menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit
simpan pinjam yang akurat;

Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6.2. SEKSI PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN

Seksi Pemeriksaan dan Pengawasan mempunyai tugas dan fungsi:

a.

0

j-

k.

1.

Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemeriksaan dan Pengawasan,
berdasarkan data dan program Bidang Koperasi serta ketentuan
Perundang — undangan yang berlaku;

Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang
permasalahannya;

Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

Merencanakan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat
melalui penilaian kesehatan koperasi;

Menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit
simpan pinjam;

Menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan
kelembagaan dan usaha koperasi;

Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan dan pengawaan koperasi
simpan pinjam/unit simpan pinjam;

Menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;

Menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi;

Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6.3. SEKSI PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA

Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas dan fungsi :

a.

b.

Menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan dan pengembangan
usaha, berdasarkan data dan program bidang koperasi serta ketentuan
perundang — undangan yang berlaku;

Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
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Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang
permasalahannya;

Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

Merencanakan dan melaksanakan pemberdayaan koperasi;

Membuat konsep dan memfasilitasi kemitraan antar koperasi dan badan
usaha lainnya;

Mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi;

Mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
Merencanakan dan melaksanakan perlindungan koperasi ;

Merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis
anggota koperasi;

Merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan latihan bagi perangkat
organisasi koperasi;

Menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi perangkat
organisasi koperasi;

Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7. BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas dan fungsi :

a.

Menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
berdasarkan data dan program Dinas Perdagangan, Perindustrian dan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta ketentuan perundang -
undangan yang berlaku;

Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang
permasalahannya;

Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
Mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
Mempromosikan akses pasar bagi produk usaha mikro;
Mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;

Mengkoordinasikan pendataan ljin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
Mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi
peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;

Mengkoordinasikan pengembangan kewirausahaan;
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Mengkoordinasikan pengembangan lembaga konsultansi, pemasaran,
kemitraan dan jaringan distribusi usaha mikro;

Mengkoordinasikan penyediaan sarana dan prasarana usaha mikro;
Mengkoordinasikan pengembangan jaringan kerja sama kemitraan usaha
dan permodalan;

Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis bagi
pelaku usaha mikro;

Mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi pelaku
usaha mikro;

Memverifikasi data usaha mikro;

Mengkoordinasikan penguatan kelembagaan usaha mikro;

Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7.1. SEKSI FASILITASI USAHA MIKRO
Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, mempunyai tugas dan fungsi :

a.

o

o Q@ —Hh o

Menyusun  rencana kegiatan  Seksi  Fasilitasi Usaha Mikro,
berdasarkan

data dan program Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro serta ketentuan
Perundang — undangan yang berlaku;

Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang
permasalahannya;

Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

Merancang akses pasar bagi produk usaha mikro;

Menganalisis data ljin Usaha Mikro Kecil (IUMK);

Memfasilitasi kemitraan usaha dan permodalan;

Melaksanakan inventarisasi perkembangan usaha dan permodalan usaha
mikro;

Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana usaha mikro;
Melaksanakan promosi produk usaha mikro;

Melaksanakan pendataan usaha mikro;

Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.




7.2. SEKSI PENGEMBANGAN, PENGUATAN DAN PERLINDUNGAN
USAHA MIKRO

Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro mempunyai tugas dan fungsi:

a.

j-

k.

1.

Menyusun rencana kegiatan Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha
Mikro, berdasarkan data dan program Bidang Pemberdayaan Usaha
Mikro serta ketentuan Perundang — undangan yang berlaku;

Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang
permasalahannya;

Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;

Mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro;
Merencanakan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan
skala usaha mikro menjadi usaha kecil,

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro;

Memfasilitasi pengembangan lembaga konsultansi, pemasaran, kemitraan
dan jaringan distribusi usaha mikro;

Memfasilitasi pengembangan jaringan kerja sama usaha/mitra usaha;
Memfasilitasi pengamanan kawasan usaha mikro;

Melaksanakan penguatan kelembagaan usaha mikro;

Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

7.3. SEKSI PENINGKATAN KUALITAS KEWIRAUSAHAAN

Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas dan fungsi:

a.

Menyusun rencana kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi
dan Kewirausahaan, berdasarkan data dan program Bidang
Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro serta
ketentuan Perundang — undangan yang berlaku;

Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;

Memberikan petunjuk bimbingan kepada bawahan sesuai dengan bidang
permasalahannya;

Merencanakan pengembangan kewirausahaan;

Merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis bagi
pelaku usaha mikro;

Merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan latihan bagi pelaku

usaha mikro;
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g. Menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi pelaku
usaha mikro;

h. Merencanakan dan melaksanakan upaya penumbuhan wirausaha pemula;

i. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan

j- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan,
Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
didukung oleh Sumber Daya Manusia dan potensi lainnya dengan rincian sebagai
berikut :

2.2.1 Potensi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng berdasarkan data pada tahun 2021 adalah sebanyak 122 orang
dengan komposisi 48 Orang PNS, 73 orang Tenaga Kontrak, dan 1 Orang Honor
Daerah. Adapun komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaiannya dari tahun
2021 dapat dlihat pada berikut ini :

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian | Jumlah Satuan
CPNS 0 Orang
PNS 48 Orang
Honor Daerah 1 Orang
Tenaga Harian Lepas 0 Orang
Tenaga Kontrak 73 Orang

Total 122 Orang

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Buleleng




Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang
berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Perdagangan, Perindustrian
dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada
Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Status berdasarkan Tingkat Pendidikan (Orang)

2020 2021
Magister (S2) 3 3
Sarjana (S1) 31 27
Sarjana Muda 2 -
Diploma IV - 1
Diploma IlI - 1
SMU (Sederajat) 15 15
SLTP (Sederajat) - -
SD (Sederajat) 1 1
Total 52 48

Berdasarkan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar SDM

yang berstatus PNS pada Dinas Petrdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng berpendidikan terakhir Sarjana. Sedangkan
SDM yang berstatus Tenaga Kontrak berpendidikan terakhir SMU/sederajat. Namun
apabila dilihat dari tingkat golongannya status kepegawaian di dominasi oleh PNS
yang bergolongan Il1l, maka komposisi pegawai pada Dinas Perdagangan,
Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng adalah
sebagai berikut :

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Status Kepegawaian

Berdasarkan Golongan Jumlah Satuan
Golongan 1V 6 Orang
Golongan Il 29 Orang
Golongan I 12 Orang
Golongan | 1 Orang

Jumlah 48 Orang

2.2.2 Aset yang Dikelola

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng juga ditunjang oleh sarana dan prasarana berupa aset yang perlu
dikelola dan dipelihara dalam pelaksanaan Tupoksinya. Sarana prasarana tersebut
antara lain bangunan kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan dan
perlengkapan kantor, serta sarana dan prasarana lainnya. Keadaan aset yang dikelola

oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
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Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 2021 adalah sebagaimana terlihat pada
Tabel 2.7 Aset yang Dikelola dan Nilai Buku pada Tahun 2021.
Tabel 2.7 Aset yang Dikelola dan Nilai Buku pada Tahun 2021

No. Sub Kelompok Aset Jumlah Total Nilai Buku (Rp.)
1 Tanah 1 Lokasi 34.675.000,00
2 Peralatan dan Mesin 1.265 Unit 5.862.896.141,58
3 Gedung dan Bangunan 15 Unit 3.861.505.500,00
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 3 Unit 98.001.050,00
5 Aset Tetap Lainnya 197 Unit 40.843.650,00

Total 1.478 Unit 9.897.921.341,58

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Buleleng

2.3 Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Buleleng

Sistem, Prosedur dan mekanisme kerja pada Dinas Perdagangan,
Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Buleleng Nomor
4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah yang melaksanakan sebagian urusan
Pemerintah Daerah baik berupa azas desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas
pembantuan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah.

2.3.1 Urusan Perdagangan

Perdagangan merupakan sektor strategis yang sangat berperan dalam
menunjang pembangunan ekonomi khususnya di Kabupaten Buleleng. Perdagangan
sebagai sektor strategis berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus
barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta mendorong
pembentukan harga yang wajar. Disamping itu, perdagangan juga berperan dalam
upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan
sumbangan yang besar terhadap peningkatan pendapatan dan dalam perluasan
kesempatan kerja. Pada tabel di bawah ini menunjukkan jumlah pasar yang ada di
Kabupaten Buleleng sebagai salah satu  faktor penting dalam menunjang

pertumbuhan sektor perdagangan.




No.

11
1.2
1.3
1.4
15
1.6
1.7

1.8

1.9

Tabel 2.5 Data Jumlah Pasar di Kabupaten Buleleng

Tahun
No. Jenis Pasar
2013 2014 2015 2016 2017
1 | Pasar Kabupaten | 15 15 15 15 15
2 | Pasar Desa 79 79 79 79 79
3 | Tenten 23 23 18 18 18
4 | Pasar Hewan 4 4 2 2 2
Sumber : SIPD

Pembangunan sektor perdagangan diarahkan untuk pencapaian beberapa hal
yaitu ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan — bahan makanan dan kebutuhan
pokok masyarakat dengan menjaga mekanisme pasar agar dapat berfungsi secara
wajar. Sehingga iklim usaha yang terbina akan lebih kondustif terhadap peningkatan
produksi dan eksport yang diperlukan untuk mendukung perolehan devisa,
ketersediaan informasi pasar dan promosi dagang untuk komoditi andalan.

Sektor perdagangan di Kabupaten Buleleng ditujukan untuk pemenuhan
kebutuhan pokok masyarakat. Pemenuhan kebutuhan barang penting dan barang
strategis melalui upaya mendorong kelancaran arus barang. Rincian pengadaan
kebutuhan barang pokok, barang strategis dan barang umum lainnya disajikan pada
tabel berikut :

Tabel 2.6 Pengadaan Kebutuhan Bahan Pokok Barang Penting/ Strategis dan Barang
Umum lainnya Tahun 2013-2017

Tahun
Jenis Komoditi Satuan
2013 2014 2015 2016 2017

Barang Pokok

Beras Kg 107.196.700 107.875.700 108.584.190 109.929.680 110.001.170
Gula Pasir Kg 12.051.700 12.127.700 12.207.690 12.287.680 12.367.670
Garam Kg 3.805.800 3.829.800 3.855.060 3.880.320 3.905.580
Minyak Tanah Liter - - -

Minyak Goreng Liter 8.880.200 8.936.200 8.995.140 9.054.080 9.113.020
Daging Kg 1.268.600 1.276.600 1.285.020 1.293.440 1.301.860
Tepung Terigu Kg 5.708.700 5.744.700 5.782.590 5.820.480 5.858.370
Telor Butir 1.268.800 1.276.600 1.285.020 1.293.440 1.301.860
lkan Asin Kg 1.268.800 1.276.600 1.285.020 1.293.440 1.301.860
Barang Strategis Ton 317.150 319.150 321.255 323.360 325.465
Barang Umum Lainnya Ton 348.865 351.065 353.380 355.695 358.010

Sumber : SIPD




2.3.2 Urusan Perindustrian

Penyelenggaraan urusan industri diarahkan untuk menumbuh kembangkan
kegiatan produksi terutama yang berbasis ekonomi rakyat dengan mengopktimalkan
pendayagunaan potensi yang tersedia. Pembangunan sektor industri juga berusaha
menciptakan struktur ekonomi yang bertumpu pada industri kecil padat karya
termasuk didalamnya industri rumah tangga guna memperluas lapangan kerja dan
kesempatan berusaha untuk meningkatkan nilai tambah produk, menciptakan
lapangan kerja serta mengentaskan kemiskinan. Arahan lainnya adalah peningkatan
kapasitas produksi dan harga jual yang dapat bersaing, pemerataan pembangunan
industri serta terciptanya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan
melalui program pengembangan industri kecil dan rumah tangga dan program
peningkatan pemanfaatan dan pengunaan teknogi tepat guna.

Kinerja sektor industri ini menunjukan pertumbuhan yang cukup signifikan.
Indikatornya dapat dilihat dari pertumbuhan unit usaha dan penyerapan tenaga kerja,
maupun peningkatan nilai investasi dan peningkatan nilai produksi. Kelompok
Industri dengan jumlah pekerja terbesar adalah industri kecil yang meliputi industri
pangan, sandang, kerajinan umum serta logam. Sesuai dengan komitmen untuk terus
meningkatkan perkembangan industri kecil. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah
melakukan berbagai pameran, expo, event, dan promosi-promosi lainnya dibidang
IKM.

Sesuai dengan Tupoksi yang ada di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, untuk meningkatkan
kualitas maupun kuantitas produk IKM antara lain dengan memberikan Bimbingan
Teknis Manajemen Industri Rumah Tangga, Pelatihan Industri Kecil Rumah Tangga,
dan Magang Industri Rumah Tangga melalui Kegiatan Pembinaan Kemampuan
Teknologi Industri yang ada dalam Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri. Tabel 2.7 menunjukkan data industri di Dinas Perdagangan, Perindustrian

dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng.




Tabel 2.7 Data Industri di Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha

No.

10

11

12

13

14

15

16
17
18

19

20

21

22

23
24

25

26

Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2017

Kelompok Industri

Industri alat tulis dan gambar termasuk
perlengkapannya

Industri alat musik tradisional

Industri air minum dan air mineral

Industri bahan kosmetik dan kosmetik dan
termasuk pasta gigi

Industri barang anyaman dari tanaman
bukan rotan dan bambu

Industri barang dari kayu rotan dan gabus
lainnya YTDL

Industri barang bangunan dari kayu

Industri  barang dari logam bukan
aluminium siap pasang untuk bangunan
Industri barang dari logam siap pasang
untuk konstruksi lainnya

Industri barang dari semen dan kapur
untuk konstruksi

Industri batu bata dari tanah liat/keramik

Industri barang jadi tekstil untuk keperluan
rumah tangga

Industri barang perhiasan dari logam mulia
untuk keperluan pribadi

Industri bumbu masak dan penyedap
masakan

Industri furnitur dari kayu

Industri kain tenun ikat
Industri kecap

Industri kembang gula lainnya

Industri kerajinan ytdl

Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan
mebeller

Industri  kerupuk Kkeripik peyek dan
sejenisnya

Industri konsentrat makanan hewan

Industri kue basah

Industri makanan dan masakan olahan
Industri makanan dari kedele dan kacang-
kacangan lainnya bukan kecap tempe dan
tahu

Industri minuman ringan

2013 = 2014 @ 2015

1

Tahun Berdiri :

0

0

2016

0

2017

0



Tahun Berdiri :

No. Kelompok Industri
2013 | 2014 2015 | 2016 @ 2017

27 | Industri minyak makan kelapa 0 0 2 0 0

Industri  pengolahan dan pengawetan

28 produk daging dan daging unggas

1 0 0 0 0

29 | Industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil 0 2 2 0 0

30 | Industri pencetakan umum 0 0 0 1 1

31 | Industri pengolahan garam 0 1 0 0 0

32 | Industri pengolahan herbal (herb infusion) 0 0 0 0 1

33 | Industri pengolahan kopi dan teh 1 3 6 2 3

34 | Industri penyamakan kulit 0 1 0 0 0

35 Industrll perleng_kapan rumah tangga dari 0 0 1 0 0
tanah liat/keramik

36 Industri p(_ertenunan (bu_kan pertenunan 0 0 0 0 1
karung goni dan karung lainnya)

37 | Industri produk obat tradisional 1 4 2 0 2

38 | Industri produk roti dan kue 0 3 1 3 1

39 | Industri pupuk lainnya 3 1 0 1 0

40 Industri  sabun dan bahan pembersih 1 0 0 0 0
keperluan rumah tangga

41 | Industri tempe kedelai 0 0 1 0 0

42 | Industri wadah dari kayu 0 0 1 0 0

43 Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai 0 ) 0 0 0
pesanan

44 Reproduksi media rekaman film dan video 1 2 0 0 0

Total 43 60 38 26 22

Sumber : SIPD

2.3.3 Urusan Perkoperasian

Jumlah Koperasi di Kabupaten Buleleng sampai dengan Tahun 2017
sebanyak 330 unit dengan jumlah anggota keseluruhan mencapai 63.987 orang.
Dengan telah memasyarakatnya koperasi, keinginan masyarakat untuk membentuk
koperasi semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, penyuluhan yang
berkaitan dengan pemahaman prinsip-prinsip koperasi dan aturan-aturan
perkoperasian telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil pembinaan koperasi yang
selama ini dilakukan menunjukan perkembangan yang cukup baik, ditandai dengan
kenaikan jumlah koperasi sebesar 33 atau 10% dari 297 di tahun 2016 menjadi 330
di Tahun 2017 dan di ikuti pula dengan kenaikan jumlah simpanan anggota koperasi
sebesar Rp 1.241.234.167,00 atau sebesar 0,25% dari Rp 504.202.218.886,00.
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Pengetahuan anggota koperasi terhadap makna dan hakekat koperasi,
manfaat koperasi, hak dan kewajiban anggota di dalam berkoperasi belum
sepenuhnya dapat dikatakan baik. Pelatihan dan penyuluhan anggota untuk
meningkatkan kualitas sumber daya anggota, meningkatkan kemampuan manajerial.
Kualitas dan ketrampilan yang dimiliki anggota koperasi itu sangat penting. Karena
dengan meningkatkan ketrampilan dapat menghasilkan produk yang berdaya saing
dan dapat memajukan koperasi.

Permasalahan yang muncul selama ini adalah kurangnya pemahaman dari
pengurus dan pengelola koperasi tentang pengelolaan koperasi baik dari segi
manajerial, akuntansi dan aturan-aturan perkoperasian. Sehingga perlu dilakukan
pembinaan secara berkesinambungan. Iklim yang mendukung pertumbuhan koperasi
belum selaras dengan kehendak anggota koperasi, seperti kebijakan pemerintah yang
belum jelas dan efektif untuk koperasi, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan, dan
penyuluhan. Banyaknya badan usaha lain yang bergerak pada bidang usaha yang
sama dengan koperasi. Kurangnya fasilitas-fasilitas yang dapat menarik perhatian
masyarakat dan masih banyaknya masyarakat yang tidak mempercayai koperasi.
Jumlah Koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 2017
sebanyak 330 unit dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.8 Data Jumlah Koperasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2017

No. Lokasi Jumlah Koperasi
1. Kecamatan Tejakula 24 Koperasi
2.  Kecamatan Kubutambahan 13 Koperasi
3. Kecamatan Sawan 31 Koperasi
4, Kecamatan Sukasada 30 Koperasi
5. Kecamatan Buleleng 147 Koperasi
6.  Kecamatan Banjar 21 Koperasi
7.  Kecamatan Seririt 18 Koperasi
8.  Kecamatan Busungbiu 9 Koperasi
9.  Kecamatan Gerokgak 37 Koperasi

Jumlah 330 Koperasi
Sumber : SIPD




Tabel 2.9 Data Koperasi dari Tahun 2014 S/D 2017

TAHUN
NO. NAMA KOPERASI
2014 2015 2016 2017
1 KUD 13 13 13 13
2 KSU 176 177 121 117
3 KSP 58 65 61 79
4 KPN 52 52 39 39
5) KOPKAR 26 25 15 14
6 KOPTAN 20 20 13 17
7 KOPPONTREN 3 3 0 0
8 KOPWAN 8 8 7 7
9 KOPDIT 2 2 1 1
10 PRIMKOPAD 6 6 6 6
11 KOPERASI LAINNYA 13 16 18 34
12 KOPERASI SEKUNDER 4 4 3 3
TOTAL 381 391 297 330
Sumber : SIPD

2.3.4 Urusan Usaha Kecil dan Menengah (UKM )

Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Buleleng
dimaksudkan antara lain untuk meningkatkan peran masyarakat dalam dunia usaha
termasuk usaha kecil sehingga dapat meningkatkan produktifitas, afisiensi,
efektifitas dan kewirausahaan. Melalui pertumbuhan dan peningkatan kemampuan
usaha kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Berikut akan

disajikan tabel perkembangan UKM di Kabupaten Buleleng.




Tabel 2.10 Perkembangan Jumlah UKM dari Tahun 2016 s/d 2020

Perkembangan Jumlah UKM

No. Uraian Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
Formal | Informal | Total |Formal | Informal | Total |Formal | Informal | Total |[Formal | Informal | Total |Formal | Informal | Total
5.191 18.986 24177 5.633 19.770 25.403 6.942 20.056 26.998 7.557 20.156 27.713 8.152 34.185 42.337
1 Perdagangan
. . 231 3.187 3.418 234 3.193 3.427 244 3.203 3.447 404 3.213 3.617 485 5.948 6.433
2 Perindustrian
3 igrt]a”'a” 451 1827 | 2278 | 508 1918 | 2426 | 513 1.923 2.436 583 1.927 2510 622 2.244 2.866
Pertanian
4 Aneka Jasa 139 1.328 1.467 209 1.442 1.651 219 1.452 1.671 260 1.455 1.715 339 2.514 2.853
Jumlah : 6.012 25.328 31.340 6.584 26.323 32.907 7.918 26.634 34.552 8.804 26.751 35.555 9.598 44,891 54.489
Sumber : SIPD
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UKM vyang tersebar di seluruh Kabupaten Buleleng dibagi menjadi 4 sektor
yaitu Perdagangan, Perindustrian, Pertanian Non Pertanian dan Aneka Jasa.
Kemudian UMKM tersebut di bagi menjadi 2 kategori yaitu UKM Formal dan
UKM Informal. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Buleleng
mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, dimana hingga akhir Tahun 2017
jumlah UKM di Kabupaten Buleleng sebanyak 32.907 atau mengalami kenaikan
sejumlah 2.942 dari Tahun sebelumnya sebanyak 29.965 di Tahun 2016, dimana
sebanyak 6.584 diantaranya merupakan UKM Formal. UKM ini juga diikut sertakan
dalam event — event pameran ataupun festival yang diselenggarakan di dalam
maupun luar daerah Kabupaten Buleleng.

2.3.5 Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Buleleng
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng memperoleh dukungan
anggaran yang bersumber dari APBD.




Tabel T-C.23. Reviu Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
Tahun 2020

Indikator Kinerja

2.1

Formal/ Berijin

Jumlah Sektor
Perdagangan yang
Berkualitas

Persentase Pertumbuhan

100%

8 Sektor
Perdagangan

8 Sektor
Perdagangan

8 Sektor
Perdagangan

8 Sektor
Perdagangan

8 Sektor
Perdagangan

8 Sektor
Perdagangan

8 Sektor
Perdagangan

100%

100%

Sesuai Tugas dan Target | Target Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No. i Indikator
Fungsi Perangkat NSPK IKK .
Lainnya
Daerah
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5
(20
()] @ (©) (O] ®) ®) O] @®) ©) (10) (11 (12) (13 | 14 | 19 (16) () (18) (19) )
|+ [ e e e e e e
Persentase Koperasi 96,91
11 . - 100% - 85,00% 85,50% 86,00% 86,50% 87,00% 86,27% 82,86% - - 101% - - -
Aktif %
Persentase Koperasi
1.2 - 100% - - 100% - - - - 100% - - - 100% - - -
Sehat / cukup sehat
Persentase UMKM yang
1.3 - 100% - - 100% - - - - 100% - - - 100% - - -

t

- 100% - 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% - - 100% 100% - - -
IKM yang Berijin
3.2 | Persentase IKM yang
. - 100% - 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% - - 100% 100% - - -
Meningkat Statusnya
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Setelah Reviu

Indikator Kinerja

Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun o ) ) )
Sesuai Tugas dan Target Target Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No. ) Indikator ke-
Fungsi Perangkat NSPK IKK ]
Lainnya
Daerah 1|2 3 4 5 1| 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1) ) ®) (4) (®) © | (M (8) 9) (100 (1) | (12| (@13 (14) (15) (16) | (17) (18) | (19) | (20)
1 | Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
Persentase Koperasi
1.1 . - 100% - - - 85,50% | 85,60% | 85,70% - - 83,25% - - - - 97,42% - -
Aktif
Persentase Koperasi
1.2 - 100% - - - 77% 77,5% 78% - - T7% - - - - 100% - -
Sehat/Cukup Sehat
Persentase Koperasi 100
1.3 . - 100% - - - - 77,5% 78% - - - 77,5% - - - - -
Aktif dan Sehat %
Persentase UMKM yang 100
1.4 - 100% - - - 25% 26% 27% - - 25% 26% - - - 100% -
Formal %
Persentase UMKM yang 100
1.5 ) - 100% - - - 1% 1,3% 1,5% - - 1% 1,3% - - - 100% -
Meningkat Statusnya %
2 | Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
Jumlah Pasar Kondisi 81 100
2.1 ) - 100% - - - 78 Pasar | 81 Pasar | 84 Pasar - - 78 Pasar - - - 100% -
Baik Pasar %
Persentase PKL Tata 100
2.2 ) - 100% - - - 54,91% 55% 56% - - 54,91% 55% - - - 100% -
Kelola sesuai Aturan %
Persentase  Kepatuhan
Pasar Rakyat/Pasar 100
2.3 . - 100% - - - 80% 81% 82% - - 80% 81% - - - 100% -
Modern  Pengendalian %
BDKT dan B2
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Indikator Kinerja

Target Target Renstra Perangkat Daerah Tahun o . ] )
Sesuai Tugas dan Target Target Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
No. . Indikator ke-
Fungsi Perangkat NSPK IKK )
Lainnya
Daerah 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1) ) ®) (4) (®) © | (M (8) 9) (100 (1) | (12| (@13 (14) (15) (16) | (17) (18) | (19) | (20)
3 | Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
3.1 | Persentase Pertumbuhan
- 100% - - - 1,50% 1,50% 1,50% - - 1,50% - - - - 100% - -
IKM yang Berijin
3.2 | Persentase IKM vyang
. - 100% - - - 1,50% 1,50% 1,50% - - 1,50% - - - - 100% - -
Meningkat Statusnya
3.3 | Persentase Pertumbuhan 100
Industri Pengolahan - 100% - - - - 76,79% | 77,74% - - - - - - - - -
Pada PDRB %
3.4 | Persentase Perijinan dan 100
Ketersediaan Data IKM ) 100% ) ) ) ) 80% 81% ) ) ) ) ) ) ) ) % )
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Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Buleleng
Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1) Q) 3) 4) (5) (6) Q) (8) 9) (10) | 1) (12) (13) (14 (15 | (18)
Urusan  Pemerintahan
Bidang Koperasi,
Ussha  Kecil.  dan | 3801:314.812,60 | 3.698500.000 | 2.650498542 | 7.377.277.695 | 8115005465 | 3.756.679.120 | 3.625.995.134,73 2.568.739.931 - - 98,83% | 98,04% | 96,92% - -
Menengah
Urusan  Pemerintahan
. 11.307.109.655 | 8.233.720.791 792.637.000 1.345.827.455 | 1.480.410.201 | 9.555.695.281 | 7.587.712.621,19 790.844.500 - - 84,51% | 92,15% | 99,77% - -
Bidang Perdagangan
Urusan  Pemerintahan
. ) . 1.042.585.200 575.907.210 160.225.600 424.195.850 466.615.435 1.035.251.100 569.764.550,00 160.135.600 - - 99,30% | 98,93% | 99,94 % . )
Bidang Perindustrian

RENSTRA | Y




2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan,
Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Buleleng

2.4.1 Tantangan
Luasnya cakupan wilayah Kabupaten Buleleng terluas di Bali, kondisi ini
sudah merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Perdagangan,

Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dalam

penyelenggaraan urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan

menengah. Pelaksanaan program atau kegiatan tersebut tidak lepas dari tantangan
yang di hadapi Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Buleleng. Adapun tantangan yang dihadapi dalam

penyelenggaraan Urusan Perdagangan dan Perindustrian antara lain:

a. Lemahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (Lemahnya organisasi dan
kurang berfungsinya unsur — unsur manajemen didalam mengelola administrasi
serta sering terjadi pelaksanaan Tupoksi yang kurang sesuai).

b. Lemahnya akses pemasaran produk IKM.

c. Pendataan perkembangan harga 9 bahan pokok selama ini cukup krusial pada
saat hari raya umat Hindu dan hari raya besar lainnya. Salain itu, pada saat hari
raya harga kebutuhan pokok cenderung naik persediaan terbatas seperti: Beras,
gula, tepung terigu, telor dan minyak goreng.

d. Jumlah pasar yang ada di Kabupaten Buleleng sebanyak 94 pasar baik pasar
kabupaten maupun pasar desa, dari Tahun 2012 s/d Tahun 2019 pasar yang telah
direvitalisasi sebanyak 32 pasar. Sedangkan ada beberapa pasar yang belum
mendapatkan revitalisasi khususnya pasar desa karena pasar desa merupakan
aset desa yang kewenangannya berada di desa. Selain itu adanya juknis yang
mengatur pembatasan jumlah pasar yang direvitalisasi dari  Kementrian
Perdagangan sesuai dengan juknis anggaran pada Tahun  bersangkutan.
Beberapa pasar lainnya masih diupayakan untuk mendapatkan revitalisasi
melalui usulan kegiatan baik ditingkat Provinsi maupun Pusat (Kementerian
Perdagangan).

e. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia pengerajin industri kecil
terutama dalam design, paking dan finishing produk kerajinan industri kecil.

f. Kurangnya inovasi dari pengerajin untuk mengembangkan produk - produk
yang dihasilkan sehingga kurang mampu mengantisipasi perkembangan pasar.
Keterbatasan dalam mengakses permodalan;

h. Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas yang ditandai

dengan diberlakukannya Asean Economic Community (AEC) pada Tahun 2015
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akan membuka peluang bisnis bagi pelaku Koperasi dan UMKM yang mampu
meningkatkan daya saingnya. Namun di sisi lain, dapat menjadi ancaman bagi
pelaku Koperasi dan UMKM yang tidak mampu beradaptasi dan meningkatkan
keunggulan kompetitifnya. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng hal ini menjadi tantangan untuk
meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM, baik dari sisi kelembagaannya
maupun dari sisi produk yang dihasilkan.

Jumlah koperasi dan UKM yang relatif besar menunjukkan potensi yang cukup
besar pula untuk meningkatkan produktifitasnya. Hal ini karena koperasi dan
UKM merupakan salah satu unsur kelompok masyarakat produktif dan berbasis
kemasyarakatan. Hal ini juga merupakan tantangan serta peluang bagi Dinas
Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan pemberdayaan Koperasi dan UKM
sehingga para pelaku koperasi dan UKM mampu mengoptimalkan potensi
ekonominya serta memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan seluruh
pelaku ekonomi. Selain itu, dengan semakin berkembangnya kelompok-
kelompok usaha produktif, maka diharapkan mampu menyerap banyak tenaga
kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Produktivitas Koperasi dan UMKM masih dinyatakan rendah, sehingga akan
menyebabkan skala yang dikelola terutama skala mikro kecil belum layak secara
ekonomi. Dengan demikian perlu dilakukan pemberdayaan usaha mikro dan
kecil melalui berbagai kegiatan yang menunjang pengembangan usahanya.
Kegiatan pemberdayaan antara lain peningkatan kapasitas pengelola usaha
mikro, kecil dan menengah melalui bimbingan, pelatihan dan pendampingan
dalam pengelolaan usahanya melalui wadah badan hukum Koperasi untuk
memperkuat posisinya serta memperkuat kerjasama antar koperasi. Rendahnya
produktivitas ini juga didukung dengan lemahnya pengusaan di bidang
manajemen, penguasaan teknologi, dan pemasaran, serta  rendahnya
kompetensi kewirausahaan UMKM.

Rendahnya kualitas kelembagaan Koperasi disebabkan karena belum
menjalankan tata kelola koperasi yang baik (good cooperative governance). Hal
ini disebabkan bahwa pendirian Koperasi belum didasari atas kepentingan dan
kesamaan ekonomi yang sama diantara anggota. Namunlebih menekan pada
aspek bisnis saja, kurang memperhatikan prinsip-prinsip koperasi yang menjadi
landasan operasionalnya. Kelembagaan dan organisasi belum dikelola secara
sistem manajamen yang memadai, yaitu sebagian besar belum memiliki rencana

jangka menengah dan panjang.
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Rendahnya kinerja Koperasi. Rendahnya kualitas Kelembagaan dan organisasi
manajemen Koperasi akan menyebabkan kurang optimalnya kinerja Koperasi.
Dengan demikian diperlukan beberapa kegiatan usaha yang mengarah pada
keterkaitan usaha koperasi dan usaha anggotanya. Disamping itu manajemen

Koperasi perlu dikelola dengan sistem manajamen yang memadai.

m. Rendahnya daya saing koperasi dan UMKM dalam hal kecepatan penguasaan
teknologi dengan produk permintaan pasar. Hal ini utama dalam hal kepemilikan
sertifikat strandarisasi, jaminan mutu produk UMKM dan inovasi masih terbatas.

n. Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam
pembiayaan koperasi dan UMKM belum sepenuhnya terwujud

0. Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke konsumen

p. Terbatasnya kelembagaan peningkatan kapasitas UMKM dalam menumbuhkan
wirausaha baru.

g. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola Koperasi dan
UMKM vyang diindikasikan oleh besarnya koperasi tidak aktif yaitu sebesar 51
unit.

2.4.2 Peluang

Walaupun masalah atau hambatan yang dihadapi yang tidak dapat dihindari

karena sifatnya dinamis sejalan dengan dinamika pembangunan.Namun Dinas

Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Buleleng senantiasa mengupayakan penanganan maupun pengelolaan sehingga

masalah ataupun tantangan dalam urusan Perdagangan dan Perindustrian di

Kabupaten Buleleng dapat sejalan dengan tupoksi yang dilaksanakan dengan

mengoptimalkan peluang yang ada dilingkungan eksternalnya. Adapun peluang

dimaksud adalah